BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8
huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala  Daerah, serta  untuk  mewujudkan  tertib
administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan
Keuangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Malang tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati
dan Wakil Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022
Nomor 6 Seri A);

Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 32 Seri C);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

o H> LN

10.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
Bupati adalah Bupati Malang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak
Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang
dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan
tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian

efisiensi dan efektifitas alokasi dana.



11.

12.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat
pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
dianggaran dalam APBD.

Anggaran Biaya Penunjang Operasional dialokasikan
untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan
sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus
lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan
Wakil Bupati.

Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati

dan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB III
BESARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan

berdasarkan DPA.



(2) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
rincian:

a. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati
paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma
lima belas persen) setiap tahun dari target PAD;

b. Besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 huruf a dibayarkan setiap bulan
setelah  dikurangi  besaran Biaya  Penunjang
Operasional untuk Wakil Bupati; dan

c. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
dibayarkan setiap bulan.

(3) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,
khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan
prinsip  efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1) Bupati dan Wakil Bupati wajib menandatangani pakta
integritas penggunaan Biaya Penunjang Operasional
sebagai bentuk pertanggungjawaban.

(2) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

bendahara pengeluaran setiap bulan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 23 Seri A



